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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan penelitian sebagaimana telah diuraikan, maka

dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat
penambahan nominal harga pada struk pembayaran, di dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, salah satu
hak konsumen yang dilindungi adalah hak untuk mendapatkan informasi
yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau
jasa serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif. Perlindungan yang di berikan kepada konsumen yang
mengalami kerugian telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen yang bersifat preventif (mencegah terjadinya pelanggaran),
represif (upaya penyelesaikan sengketa konsumen) serta adanya penjatuhan
sanksi administratif yang dapat diberikan bagi pelaku usaha.

2. Bentuk penyelesaian yang dapat diberikan kepada konsumen yang
mengalami kerugian akibat perbuatan curang yang dilakukan pelaku usaha
minimarket berjejaring dengan penambahan nominal pada struk
pembayaran telah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen dapat dilakukan dengan jalur litigasi atau non litigasi. Pada
Pasal 45 Ayat 1 mengatur bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat
menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan
sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang

berada di lingkungan peradilan umum”. Selain itu pada Pasal 45 Ayat 2
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menyebutkan bahwa “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh
melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela
para pihak yang bersengketa” yakni Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Konsumen (BPSK) dan Lembaga penyelesaian sengketa lainnya sesuai

dengan kesepakatan kedua belah pihak.

B. Saran

1.

Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pembinaan secara intensif
terhadap pelaku usaha minimarket berjejaring yang beredar khususnya di
Sleman, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya baik
dari operasional dan sistematika kegiatan usaha agar sesuai dengan aturan-
aturan yang berlaku di Indonesia khsususnya dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Sehingga diharapkan tidak akan timbul kasus yang
serupa.

Bagi konsumen yang mengalami kerugian terhadap kegiatan usaha pelaku
minimarket berjejaring diharapkan memiliki keberanian untuk menyuarakan
hak dan pendapatnya. Konsumen dapat melapor ke Lembaga atau instansi
terkait seperti BPSK, LPKSM, dan instansi-instansi terkait lainnya. Hal ini
selain berguna untuk melindungi hak konsumen perorangan, juga akan
memberikan pemahaman hukum perlindungan konsumen terhadap pelaku

usaha lainnya.
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